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Abstrak
 

PKPU merupakan upaya hukum untuk mencegah pengadilan menetapkan kepailitan dengan mengajukan

rencana perdamaian dan restrukturisasi utang, yang dapat diajukan oleh debitor atau kreditor sebelum

putusan pailit diumumkan. Selama proses PKPU, kekayaan debitor dibekukan, kewajiban membayar utang

dihentikan, dan tindakan eksekusi ditunda, sementara debitor tidak boleh mengelola asetnya. Penerapan

PKPU penting untuk kelangsungan usaha debitor dan kreditor, namun sering terjadi kerancuan dalam

penerapan hukum tentang penarikan penjamin sebagai termohon PKPU, seperti yang terlihat dalam Putusan

Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan

pendekatan kualitatif dalam penelitian analisis-deskriptif untuk menganalisis permasalahan yang ada

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Pasal 254 UUK-PKPU

mengatur bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan

penanggung, namun ketentuan ini menimbulkan kerancuan dalam kasus PKPU yang melibatkan corporate

guarantor. Dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, hakim memutuskan untuk

mengikutsertakan corporate guarantor sebagai termohon PKPU yang mana telah mencampurkan konsep

kepailitan di dalam perkara PKPU. Penulis menyarankan adanya pedoman tambahan, seperti Surat Edaran

Mahkamah Agung, untuk memperjelas keikutsertaan personal, corporate, dan bank guarantee dalam proses

PKPU demi menciptakan kepastian hukum.

......PKPU is a legal measure to prevent the court from declaring bankruptcy by proposing a peace plan and

debt restructuring, which can be submitted by the debtor or creditor before the bankruptcy decision is

announced. During the PKPU process, the debtor's assets are frozen, debt payment obligations are halted,

and execution actions are suspended, while the debtor is not allowed to manage their assets. The

implementation of PKPU is crucial for the continuity of the debtor's and creditor's businesses, but legal

errors often occur especially in Article 254 UUK-PKPU that explains about involving guarantors as PKPU

respondents, as seen in Decision Number 29/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. The author uses a

juridical-normative method with a qualitative approach in descriptive-analytical research to analyze existing

issues based on applicable regulations. The study found that Article 254 of the UUK-PKPU states that the

postponement of debt payment obligations does not apply for the benefit of co-debtors and guarantors, but

this provision creates confusion in PKPU cases involving corporate guarantors. In Decision Number

29/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, the judge decided to include the corporate guarantor as a PKPU

respondent, thereby mixing the concept of bankruptcy in the PKPU case. The author suggests additional

guidelines, such as a Supreme Court Circular, to clarify the participation of personal, corporate, and bank

guarantees in the PKPU process to create legal certainty.
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